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a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 239
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B Tahun 2007
tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2007 Nomor 64.B) ;

bahwa mendasarkan rekomendasi Badan pemeriksaan
Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil
Pemeriksaan LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2011,
direkomendasikan untuk menetapkan Kebijakan Akuntansi
berupa penyisihan piutang untuk menjaga nilai piutang
sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan ;

bahwa guna menindaklanjuti rekomendasi Badan
Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada huruf b maka perlu dituangkan dalam
Peraturan Bupati ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B Tahun 2007 tentang
Kebijakan Akunansi ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;



Undang-Undang Nomwor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia
Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ; '

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738) ;



20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 13)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 13) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 17) ;

24, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 33] ;

25, Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B Tahun 2007 tentang
Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2007 Nomor 64.B) ; -

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 31.B TAHUN
2007 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B Tahun 2007
tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007
Nomor 64.B) huruf N KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN
KEUANGAN Nomor 2. Neraca dalam Penjelasan Komponen utama neraca

huruf a) Aset Lancar point (5) Piutang dalam bagian Piutang Lainya pada
 Kebijakan Akuntansi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

()
(b)

(©

)

()

Piutang dicatat sebesar nilai nominal,

Piutang Daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak
tertagih,

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan
penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang
diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umum piutang,
Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang
dikelompokan menurut umurnya. Besarnya penyisihan piutang pada
tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

No. Umur Piutang % Penyisian Piutang Tak
Tertagih
1 |1s/d2tahun 30%
2 }12s/d 3 tahun 50%
3 |3s/d5tahun 75%
4 | >5 tahun 100%

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari
pembukuan pemerintahan daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah
yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang,
Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan
Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa
menghapuskan hak tagih daerah,

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih
daerah,

Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan
sebagaimana dimaksud pada huruf (h), pelunasan tersebut dibukukan
sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan,

Akun piutang disajikan di neraca setelah dikurangi penyisihan piutang
(Net Realizable Value) atau yang disajikan di neraca adalah nilai piutang
bersih/Netto, nilai penyisihan piutang dan penghitungannya
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK].



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalm Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal & Ja~ 2003,

UPATI TEGAL, él—

}MO RYJBOELISTIYAWAN

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal § Jon 203

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

P

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR ...#0



